BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.492, 2016 KEMENKEU. BMN. Wasdal. Pelaksanaan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 /PMK.06/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 244 /PMK.06/2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian Barang Milik Negara telah ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 /PMK.06/2012
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara;

b. bahwa untuk mengikuti perkembangan pengelolaan
Barang Milik Negara dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
244 /PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 /PMK.06/2012



2016, No. 492

Mengingat

Menetapkan

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan

Pengendalian Barang Milik Negara;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan

Pengendalian Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
244 /PMK.06/2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, diubah

sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 5A
Selain kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal dapat
melakukan evaluasi kinerja BMN yang berada pada

Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 24 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Kuasa Pengguna Barang membuat laporan tahunan
hasil pengawasan dan pengendalian BMN.

(la) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat rahasia, kecuali untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan negara.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan format sebagaimana diatur
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan
Pasal 25 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4),
ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 25

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
kepada Kepala KPKNL selaku Pengelola Barang
dengan tembusan kepada Pengguna Barang.

(2) Dikecualikan dari ketentuan penyampaian laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
Kuasa Pengguna Barang yang berada di Luar Negeri,
laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang

kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pengelolaan
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(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI)
selaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada
Pengguna Barang.

Penyampaian laporan tahunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala KPKNL
paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun
berjalan.

Penyampaian laporan tahunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Direktur
Jenderal c.q. Direktur PKNSI paling lambat tanggal
30 April setiap tahun berjalan.

Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) merupakan hari libur,
penyampaian laporan tahunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima paling
lambat pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal terdapat pengelolaan BMN yang
mengakibatkan penerimaan negara, maka laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) harus dilampiri dengan salinan/fotokopi bukti
setor ke Rekening Kas Umum Negara.

Khusus bagi Kuasa Pengguna Barang yang berada
di Luar Negeri, bukti setor sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat berupa bukti lain yang
menunjukkan adanya penyetoran ke Kas Negara
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 26
Pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola
Barang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal,
Direktur PKNSI, Kepala Kanwil DJKN, dan Kepala
KPKNL.



2016, No. 492

(2) Khusus untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
BMN, ©pengawasan dan pengendalian BMN
dilaksanakan oleh:

a. Direktur PKNSI, untuk Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan BMN yang telah
mendapatkan surat penetapan/persetujuan/
keputusan dari Direktur Jenderal dan Direktur
PKNSI;

b. Kepala Kanwil DJKN dan Kepala KPKNL,
untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
BMN yang telah mendapatkan  surat
penetapan/persetujuan/keputusan dari Kepala
Kanwil DJKN dan Kepala KPKNL sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan di bidang pelimpahan/delegasi
kewenangan.

(3) Khusus untuk Penggunaan BMN, pengawasan dan
pengendalian BMN dilaksanakan oleh:

a. Kepala Kanwil DJKN, untuk Penggunaan BMN
yang telah mendapatkan surat penetapan/
persetujuan/keputusan dari Direktur Jenderal,
Direktur PKNSI, dan Kepala Kanwil DJKN;

b. Kepala KPKNL, untuk Penggunaan BMN yang
telah mendapatkan surat penetapan/

persetujuan/keputusan dari Kepala KPKNL.

Ketentuan ayat (1) Pasal 27 dihapus, ayat (2) dan
ayat (3) Pasal 27 diubah dan Pasal 27 ditambahkan
2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga
Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Dihapus.

(2) Kepala KPKNL menyampaikan data/informasi dari
laporan tahunan hasil pengawasan dan
pengendalian BMN Kuasa Pengguna Barang kepada
Kepala Kanwil DJKN atas pengelolaan BMN yang



